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ABSTRAK 

Desa Dukuhwaluh terletak di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. 
Penyelenggaraan pemerintahan desa Dukuhwaluh sudah menjadi kewajiban dalam 
mengelola daerah sendiri karena terdapat sistem desentralisasi. Dalam sistem 
desentralisasi untuk mengatur urusan pemerintahanya sendiri harus sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dana desa menjadi hal yang cukup 
penting untuk kemajuan desa khususnya dalam bidang pembangunan desa. Dana 
desa dikelola secara mandiri yang diterima oleh pemerintah pusat yang kemudian 
diturunkan kepada pemerintah daerah. Praktek pengelolaan dana desa Dukuhwaluh 
dalam hal pembangunan infrastruktur menjadi hal yang penting untuk menjadikan 
penyelenggaraan pemerintah dikatakan sebagai wujud good governance atau 
pemerintahan yang baik. Konsep good governance sendiri harus menjadi landasan 
bagi penyelenggaraan pemerintah desa Dukuhwaluh untuk mengelola dana desa 
sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat agar menjadikan desa lebih 
sejahtera dan meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis 
empiris. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik untuk 
mendeskripsikan hasil dari penelitian data. Dalam metode pengumpulan data 
penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai 
bentuk tambahan data untuk menambah bahan anailisis. Teori yang digunakan 
untuk menganalisis permasalah adalah teori efrktivitas dan teori good governance. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa 
ditinjau dari perspektif good governance di Desa Dukuhwaluh kurang berjalan 
maksimal dan efektif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas 
pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur terdapat beberapa 
permasalah dari segi tahapan perencanaan pembangunan, tahapan pelaksanaan 
pembangunan, dan tahapan pengawasan pembangunan disebabkan karena kinerja 
pemerintah Desa Dukuhwaluh yang kurang maksimal dan partsipasi masyarakat 
Desa Dukuhwaluh tergolong rendah. Pengelolaan dana desa dari segi good 
governance belum terwujudkan dengan baik, Prinsip kepastian hukum, prinsip 
akuntanbilitas, dan prinsip transparansi sudah berjalan dengan baik. Permasalahan 
pengeloaan dana desa dari segi partisipasi masyarakat yang kurang aktif dalam ikut 
mengawal kegaitan pembangunan desa dari tahap awal hingga tahap akhir, yang 
berakibat kurang koordinatifnya hubungan antara pihak pemerintah desa, pihak 
swasta, dan dari pihak masyarakat dalam mengelola dana desa untuk pembangunan 
infrastruktur. 

 

Kata kunci: Efektivitas, Good Governance, Dana Desa, Pembangunan 
Infrastruktur 
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ABSTRACT 

Dukuhwaluh Village is located in Kembaran District, Banyumas 
Regency. The implementation of Dukuhwaluh village government has become an 
obligation in managing its own area because there is a decentralized system. In a 
decentralized system to regulate its own governmental affairs must be in accordance 
with laws and regulations. Village fund management is quite important for the 
progress of the village, especially in the field of village development. Village funds 
are managed independently which are received by the central government which 
are then passed on to local governments. The practice of managing Dukuhwaluh 
village funds in terms of infrastructure development is important to make the 
implementation of the government said to be a form of good governance. The 
concept of good governance itself must be the basis for the implementation of the 
Dukuhwaluh village government to manage village funds as a form of responsibility 
to the community in order to make the village more prosperous and improve the 
quality of living standards of the community. 

This type of research is field research with an empirical juridical 
approach. The data analysis method used is descriptive analytics to describe the 
results of data research. In the data collection method, the compiler uses 
observation, interview, and documentation methods as an additional form of data 
to add analysis material. The theories used to analyze problems are the theory of 
efrctivity and the theory of good governance. 

The results showed that the effectiveness of village fund management from 
the perspective of good governance in Dukuhwaluh village was not running 
optimally and effectively. The results of the study concluded that the effectiveness 
of village fund management for infrastructure development there are several 
problems in terms of development planning stages, stages of development 
implementation, and stages of development supervision due to the poor 
performance of the Dukuhwaluh village government and the participation of the 
dukuhwaluh village community is relatively low. Village fund management 
in terms of good governance has not been realized properly, the principle of legal 
certainty, the principle of accountability, and the principle of transparency have 
gone well. The problem of managing village funds in terms of less active 
community participation in overseeing the development of the village from the 
initial stage to the final stage, which results in a lack of coordination between the 
village government, the private sector, and the community in managing village 
funds for infrastructure development. 

  

Keywords: Effectiveness, Good Governance, Village Fund, Infrastructure 
Development 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
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A. Konsonan Tunggal 
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Nama Huruf latin Nama 
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 Dal D De د
 Żal Ż ze (dengan ذ

titik di 
atas) 

 Ra‘ R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش

 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf 
latin 

Nama 

 Ṣad Ṣ es (dengan ص
titik di 
bawah) 
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 Ḍad Ḍ de (dengan ض
titik di 
bawah) 

 Ṭa‘ Ṭ te (dengan ط
titik di 
bawah) 

 Ẓa‘ Ẓ zet (dengan ظ
titik di 

bawah) 
 Ain ‗ koma terbalik‗ ع

di atas 
 Gain G Ge غ
 Fa‘ F Ef ف
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 Kaf K Ka ك
 Lam L ‗el ل
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 Nun N ‗en ن
 Waw W W و
 Ha‘ H Ha ه
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ah 
‗ Apostrof 

 Ya‘ Y Ye ي
 
   B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 
 

 
 

Ditulis muta’addidah 

 
 

Ditulis ’iddah 

 
   C. Ta‘ Marbûţah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 
 

 
ditulis ḥikmah 

 

 
ditulis ’illah 

ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 
lafal aslinya). 

          2.  Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, 



 

xi 
 

maka ditulis dengan h. 
 

 
3. Bila ta’ marbûţah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan 

ḍammah ditulis t atau h. 

 
B. Vokal Pendek 

 
 

1. ---- َ◌¯ --
-- 

Fatḥah ditulis A 

2. ---- َ◌_ --
-- 

Kasrah ditulis I 

3. ---- َ◌̊ ---- Ḍammah ditulis U 
 

C. Vokal Panjang 
 

1. Fatḥah + alif 
 

إستحسان

dituli
s 
dituli
s 

Ā 
Istiḥsān 

2. Fatḥah + ya’ mati Ditulis Ā 
 Ditulis Unśā أنثى 

3. Kasrah + yā’ mati 
 
 العلواین

ditulis 
ditulis 

Ī 
al-‘Ālwānī 

4. Ḍammah + wāwu 
mati 
 
 علوم

ditulis 
ditulis 

Û 
‘Ulûm 

 

A. Vokal Rangkap 

 
1. Fatḥah + ya’ mati 

مهيرغ
dituli
s 
dituli
s 

Ai 
Gairihim 

ditulis Karāmah al-Auliyā’ 

ditulis Zakāh al-Fiţri 
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2. Fatḥah + wawu mati 
 

 لوق

dituli
s 
dituli
s 

Au 
Qaul 

 
    B. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 
 

 ditulis a’antum منتأأ

 ditulis u’iddat أعدت

 ditulis la’in شكرمت إلن
syakartum 

 
    C. Kata Sandang Alif +Lam 
 
           a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis Al-Qur’ān نآقرلا

 

 ditulis al-Qiyās سايقلا

 
           b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l 
(el)nya. 

 
 ditulis ar-Risālah ةلاسرلا

 ’ditulis an-Nisā النساء

 
 
A. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  
  

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas 

beberapa daerah/ wilayah provinsi dan setiap daerah/ wilayah provinsi 

terdiri atas beberapa daerah kabupaten/ kota. Otonomi daerah menciptakan 

ruang gerak yang lebih bebas dalam membuat kebijakan dan peraturan 

daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait yang sesuai dengan pemahaman 

dan kebutuhan masyarakat masing-masing daerah tersebut, tidak terkecuali 

dengan pengelolaan suatu pemerintahan.1 

Dalam roda penyelenggaran otonomi daerah terdapat sistem 

kekuasaan pemerintahan yang menganut asas desentralisasi, dengan 

memberikan keluasaan dalam mengatur kepemerintahanya di daerah 

otonom yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah yang berbunyi : 

“ Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.”. 

Dengan diterapkannya desentralisasi, diharapkan pembangunan 

sumber daya alam dan sumber daya manusia di daerah mampu 

mempercepat pertumbuhan kehidupan ekonomi masyarakat yang ada di 

                                                             
1 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta: 

Erlangga, 2011), hlm. 1. 
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daerah. Adanya pemerintah sebagai struktur organisasi yang menjalankan 

roda pemerintahan di Indonesia mampu menjalankan sesuai dengan 

fungsinya yaitu sebagai pelayan masyarakat dalam melaksanakan 

pembangunan yang ada di daerah khususnya pedesaan. Dengan demikian, 

desa atau sebutan lain harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur mengurus kepentingan 

masyarakatnya untuk menuju kesejahteraan. Desentralisasi diklasifikasikan 

menjadi empat hal yaitu sebagai penyerahan kewenangan kekuasaan, 

pelimpahan kekuasaan dan kewenangan, sebagai pembagian, penyebaran 

perencanaan, pemberian kekuasaan dan kewenangan, dan sebagai sarana 

dalam pembagian pembentukan daerah.2 

Desa dalam merencanakan pembangunan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat terdapat keuangan desa. Menurut Permendagri Nomor 

20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat (5) 

Keuangan desa itu adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 

dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang 

yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan. Keuangan desa digunakan 

untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa tersebut dilakukan oleh 

                                                             
2 Andi Gadjong dan Agussalim, Pemerintah Daerah : Kajian Politik dan Hukum, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 129. 
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Kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa.  

Pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Desa dapat mendirikan 

Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan 

Usaha Milik Desa dibentuk dan dijalankan dengan berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan.3 

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan 

desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja 

program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan 

ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintah desa yang 

out-putnya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan 

masyarakat harus disusun perencanaanya setiap tahun dan dituangkan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan 

pemerintah desa dalam tahun berjalan.4 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi 

kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 

                                                             
3 Jimly Asshidiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 

(Jakarta: Sinar Grafika 2012), hlm. 278. 
4 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta: 

Erlangga, 2011),  hlm. 83.  
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bantuan pemerintah, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan 

urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa 

didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyelenggaraan 

urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Adapun 

sumber pendapatan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa Pasal 72 ayat (1) terdiri dari: 

1. Pendapatan asli desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil 

kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), 

hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong.  

2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota.  

3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan  

pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan  

pemerintahan. 

 5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. 

 6. Pinjaman desa. 

Tujuan Dana Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Pasal 72  tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai 

bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar 

menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya dana desa, 

desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju 

masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. 
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Sementara dalam prioritasnya, penyaluran dana desa memiliki 

tujuan untuk : 

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. 

2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan 

di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 

3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan 

keadilan dan kearifan lokal. 

4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya 

dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial. 

5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. 

6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat 

desa. 

7. Meningkatakan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUM 

Desa.5 

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, 

akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. 

Transparan artinya dikelola dengan terbuka, akuntabel artinya 

dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan 

                                                             
5“Dana desa pengertian, sumber dana, penyaluran dana, dan prioritasnya,” 

https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951, akses 4 juni 2022. 
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masyarakat dalam penyusunanya. Di samping itu, keuangan desa harus 

dibukukan dalam sistem akuntansi keuangan pemerintahan.6 

Dalam mengatur semua pengalokasian dana desa untuk 

memudahkan atau mempercepat pemenuhan tugas dan kewajiban terdapat 

tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Good 

Governance sendiri menjadi perhatian yang cukup intens diarah demokrasi 

ini, bagaiamana sebuah roda pemerintah dapat berjalan baik dan bersinergi 

dengan aspek aspek yang dapat menimbulkan kepercayaan rakyat, 

melindungi hak-hak rakyat dan menjadi wadah bagi keadilan rakyat. 

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu 

kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang 

dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi 

penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara. Good Governance di 

Indonesia sendiri mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak 

meletusnya era reformasi yang di mana pada era tersebut telah terjadi 

perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang 

bersih sehingga Good Governance merupakan salah satu alat reformasi 

yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat 

dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama ini, penerapan 

                                                             
6 Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara 

Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia,(Jakarta: Prenadamedia Group,2016), hlm. 257. 
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Good Governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya 

sesuai dengan cita – cita.7 

Oleh karena itu pemerintah yang sebelumnya memegang kuat 

kendali pemerintahan cepat atau lambat mengalami pergeseran peran dari 

posisi mengatur kebijakan menjadi pelaku kebijakan. Dan sebaliknya, 

masyarakat yang sebelumnya sebagai penerima manfaat, harus mulai 

menyadari kedudukanya sebagai pemilik kepentingan yang juga harus 

berfungsi sebagai pelaku. Oleh karena itu, Good Governance harus segera 

dilaksanakan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera 

terselesaikan dengan baik dan lancar. 

Kantor Pemerintahan Desa Dukuhwaluh yang menjadi tempat objek 

penelitian terletak di tengah-tengah masyarakat dengan wilayah terletak di  

Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, Kota Purwokerto, Provinsi 

Jawa Tengah. Memiliki jumlah penduduk 6.094 jiwa terdiri dari 44 RT dan 

10 RW yang terbagi menjadi 4 dusun.  

Dalam hasil analisis penulis, penyusunan kebijakan pengalokasian 

dana desa di Dukuhwaluh untuk program pembangunan dilihat kurang 

maksimal dalam prakteknya. Dalam program pembangunanya kurang 

maksimal dikarenakan kurangnya pengawasan bertahap dari wakil desa 

untuk bertindaklanjut tehadap program yang sudah dibangun. Misal, seperti 

pembangunan lahan tempat berjualan pedagang kaki lima disekitar tanah 

                                                             
7 “Pengertian prinsip dan penerapan Good Governance di Indonesia,” 

https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/, akses 4 juni 2022. 
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lapangan desa, namun hanya waktu sekitar 3 bulan banyak penjual yang 

sudah gulung tikar karena belum ada pembaruan fasilitas untuk menarik 

daya tarik pembeli. Sehingga pembangunan lahan jualan ini kurang 

maksimal jika tidak didampingi secara rutin oleh pihak desa demi 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Dukuhwaluh.    

Pengelolaan dana Desa di Dukuhwaluh salahsatunya bertujuan 

untuk meningkatkan infrastruktur pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat khususnya dalam hal menunjang kehidupan masyarakat yang 

lebih maju dan sejahtera. Dalam pengelolaanya alokasi dana desa 

Dukuhwaluh dilihat belum begitu efektif, dikarenakan banyak hasil 

pembangunan yang tidak berkelanjutan dan berhenti di tengah jalan.  Dalam 

perencanaanya ketika membuat rencana pembangunan terdapat kurang 

kordinasinya ketika dilapangan, salah satunya hubungan antara kepala desa 

dan BPD yang menjadi tumpuan untuk pembangunan Desa. 

Hasil wawancara dengan Bapak Sumarto selaku Sekertaris Desa 

Dukuhwaluh” Pengalokasian dana desa memang  belum efektif, karena 

kurangnya perencanaan yang matang dan berkelanjutan sehingga tujuanya 

pengalokasianya dananya belum tercapai, contoh kita sudah coba 

membangun beberapa lahan untuk pedagang UMKM, namun hasilnya 

kurang efektif karena dari pemerintah desa kurang adanya pengawasan 

berkelanjutan, juga ada pembangunan akses jalan atau penambalan jalan.”8 

                                                             
8 Wawancara dengan Sumarto, Sekertaris Desa Dukuhwaluh, Banyumas, Kantor Desa 

Dukuhwaluh, Tanggal 16 Mei 2022. 
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Jika dianalisis, alokasi dana Desa Dukuhwaluh kurang efektif 

dikarenakan permasalahan perencanaan jangka panjang yang kurang 

tersruktur, sehingga dalam penggunaan dana desanya dalam menunjang 

pembangunan dan pemberdayaan masayarakatnya kurang efektif dan tidak 

berjalan lama. Dalam hal pengelolaan pemerintahan yang baik dalam 

mengelola dana desa berarti dapat diartikan belum berjalan sempurna 

karena masih cukup banyak yang menjadi problematika seperti perencanaan 

dan prakteknya yang kemudian tidak menjadi pengalokasian dana desa yang 

akurat untuk menunjang infrastruktur pembangunan desa.  

Dari aspek diatas penulis mencoba menarik kesimpulan 

permasalahan yaitu permasalah terkait pengelolaan dana desa terkait 

efektivitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa, 

dan juga pengelolaan dana desa ditinjau dari Good Governance.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian 

yang berjudul “Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang 

Pembangunan Infrastruktur Ditinjau dari Good Governance“ (Studi di Desa 

Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana efektivitas alokasi dana desa dalam menunjang 

pembangunan infrastruktur di Desa Dukuhwaluh Kecamatan 

Kembaran Kabupaten Banyumas ? 
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2. Apakah pengalokasian dana desa untuk pembangunan infrastruktur 

sesuai dengan Good Governance di Desa Dukuhwaluh Kecamatan 

Kembaran Kabupaten Banyumas ? 

C. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan bagaimana efektivitas alokasi dana desa 

dalam menunjang pembangunan infrastruktur Desa 

Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. 

b. Untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa untuk 

pembangunan infrastruktur sesuai dengan perspektif Good 

Governance di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran 

Kabupaten Banyumas.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Diharapkan untuk bisa berkontribusi menambah wawawasan 

pengetahuan mengenai efektivitas pengelolaan dana desa  

khususnya Pemerintahan Desa di Desa Dukuhwaluh 

Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. 

b. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat, dosen, 

dan mahasiswa terkait dengan efektivitas pengalokasian 

dana desa dan alur koordinasinya ditinjau dari sudut pandang 
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Good Governance di Desa Dukuhwaluh Kecamatan 

Kembaran Kabupaten Banyumas. 

D. Telaah Pustaka 

Penyusun telah melakukan berbagai penelusuran terhadap 

penelitian-penelitian sebelumnya atau mempunyai objek kajian penelitian 

yang sama terkait dengan penelitian yang penyusun lakukan. Berdasarkan 

studi kepustakaan yang telah dilakukan oleh penyusun, penyusun 

menemukan beberapa penelitian dan karya ilmiah yang membahas terkait 

dengan efektivitas pengalokasian dana desa ditinjau dari Good Governance  

sebagai berikut : 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Torkis Harahap ( 1503090005 ) 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “  Pengelolaan 

Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani di Desa 

Payaombur Kecamatan Hutaraja Kabupaten Padang Lawas ”.9  Perbedaan 

skripsi dengan yang akan penyusun lakukan adalah skripsi ini membahas 

mengenai pengelolaan dana desa yang akan dialokasikan ke masyarakat 

tani, dan juga dinamika pelaksanaanya terhedap pengalokaisan dananya. 

Skripsi penyusun membahas mengenai tinjauan tentang efektivitas 

pengalokasian dana desa terhadap infrastruktur pembangunan dengan 

koordinasi ditinjau dari good governance. 

                                                             
9 Torkis Harahap, “Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat Tani di Desa Payaoumbur Kecamatan Hutaraja Kabupaten Padang Lawas,” Skripsi, 
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 
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Kedua, tulisan oleh Muhammad Rizal Muhaimin dalam skripsinya ( 

5115500124 ) Universitas Pancasakti Tegal dengan judul “ Peran 

Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik ”.10 Perbedaan skripsi dengan yang akan penyusun 

tulis adalah skripsi ini membahas mengenai tinjauan secara umum 

pemerintah desa dalam mengelola dana desa berdasarkan asas umum 

pemerintahan yang baik, sedangkan skripsi penyusun membahas mengenai 

tinjauan secara khusus efektivitas pemerintah desa dalam mengelola dana 

desa dibidang insfrastruktur pembangunan dan alur koordinasinya 

berdasarkan Good Governance. 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Irmawati (105710182211) 

Universitas Muhammadiyah Makasar yang berjudul “ Pengaruh Alokasi 

Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten 

Jeneponto”.11 Perbedaan dengan penyusun yang akan lakukan adalah 

skripsi ini membahas mengenai pengaruh alokasi dana desa terhadap 

kesejahteraan , sedangkan skripsi penyusun membahas tentang efektivitas 

alokasi dana desa  terhadap infrastruktur pembangunannya ditinjau dari 

sudut Good Governance. 

 Keempat, tulisan Nurlina Arum Mawarni dalam skripsinya ( 

13410642 ) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul 

                                                             
10 Muhammad Rizal Muhaimin, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa 

Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,” Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal 
11 Irmawati, “ Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Di 

Kabupaten Jeneponto,” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar. 
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“Hubungan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Dalam 

Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Dan Belanja Desa ( APBDES ) 

Tahun 2016 di Desa Gembong”.12 Perbedaan dengan skripsi penyusun 

adalah skripsi ini membahas mengenai hubungan alur koordinasi badan-

badan pemerintah desa atas dasar penyusunan anggaran antara Kepala Desa 

dan BPD, sedangkan skripsi penyusun membahas tentang efektivitas 

pengalokasian dana desa yang dialokasikan ke infrastruktur 

pembangunanya dengan lebih melihat alur praktek alokasi dananya. 

Kelima, tulisan oleh Soni Gunawan Somali dalam jurnal yang 

berjudul “ Tata kelola Pemerintah Desa ”.13 Jurnal ini membahas tentang 

bagaimana desa mengelola sendiri pemerintahanya dengan prinsip good 

governance dalam tata kelola pemerintah desa setelah diberlakukanya 

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sedangkan skripsi 

penyusun membahas tentang penerapan alur koordinasi antara lembaga desa  

dalam pengalokasian dana desa dari prinsip Good Governance dalam 

prakteknya. 

Keenam, ditulis oleh Faizatul Karimah, Choirul Shaleh, Ika 

Manusmawatie diterbitkan dalam jurnal yang berjudul “Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat ( Studi di Desa Deket 

                                                             
12 Nurlina Arum Mawarni, “Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) Dalam Penyusunan Anggaran Belanja Desa ( APBDES ) Tahun 2016 di Desa Gembong, ” 
Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

13 Soni Gunawan Somalu, “ Tata Kelola Pemerintah Desa,” Journal Sosial Politik,Vol. 26:1 
(Juni 2021). 
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Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan” .14 Jurnal ini membahas 

tentang pengalokasian dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dari 

segi partisipasi, adminstrasi, perencanaan dan pengawasan untuk 

mewujudkan pemberdayaan masyarakat, sedangkan penyusun membahas 

mengenai efektivitas pengelolaan dana desa dalam mewujudkan 

infrastruktur pembangunanya dan alur koordinasinya dilihat dari prinsip 

Good Governance. 

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Faizah Inas Ramdhani yang 

berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Uraso 

Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara ”.15 Jurnal ini membahas 

tentang analisis bagaimana praktek pengelolaan dana desa yang terjadi di 

Desa Uraso dengan dasar otonomi daerah yang diberlakukan , sedangkan 

penyusun membahas mengenani praktek pengalokasianya dana desa 

khususnya pada Infrastruktur pembagunan desa ditinjau alurnya dari prinsip 

Good Governance. 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teori merupakan suatu kerangka pemikiran atau butir-

butir dari pendapat, baik mengenai suatu kasus ataupun permasalahan yang 

akan menjadi suatu bahan untuk perbandingan. Dengan adanya teoritis ini 

agar penelitian mempunyai landasan metodologis yang kuat dan akurat, 

                                                             
14 Faizatul Karimah, Chairul Shaleh, Ike Wanusmawatie, “ Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Dalam Pemberdayaan Masyaarakat ( Studi di Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten 
Lamongan ), ” Journal Administrasi Publik, Vol. 2, No 4, Hal 597-602. 

15 Faizah Inas Ramdhani, “ Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Uraso 
Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, ” Journal Pendidikan Ekonomi, unm.ac.id. 
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maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan dengan objek yang 

dikaji sebagai landasannya. Kerangka teori juga merupakan sebuah 

landasan yang disusun untuk menganalisi dan memecahkan masalah 

penelitian atau guna merumuskan hipotesis.16 

1. Good Governance 

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu 

penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan 

bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi 

dengan pasar yang efisien, mencakup juga yang berhubungan 

dengan hak-hak asasi manusia. Tata kelola pemerintahan yang 

baik merupakan suatu konsep yang bentuk pengelolaanya atas 

negara dan masyarakat yang berstandar pada kepentingan 

rakyat.  

Konsep Good Governance sendiri dalam menjalankanya 

harus melibatkan masyarakat sebagai komponen utamanya. 

Good Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan 

tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta 

memcahkan masalah-masalah publik. Dalam konsepnya, 

pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu 

menjadi yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai 

pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur 

                                                             
16 Moh Agus Najib dkk, Pedomen Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa, Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2018), 
hlm. 4. 
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akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan 

yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Menuntut 

peran negara dan peran warga negara untuk memonitor 

akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.17   

2. Teori Efektivitas 

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek 

keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan 

keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan 

terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik 

atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. 

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah 

bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 

(lima) faktor, yaitu : 

1. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang ) 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang 

membentuk maupun menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung 

penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum 

tersebut berlaku atau diterapkan. 

                                                             
17 Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, (Bandung: Yayasan Obor 

Indonesia, 2003), hlm. 1-2. 
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5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta 

dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di 

dalam pergaulan hidup.18 

Teori efektivitas hukum disini menganalisis bagaiamana 

pemerintah desa dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa dengan 

peran alokasi dana desa. Pengaruh dana desa sangat penting untuk 

menunjang perencanaan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas 

masyarakat dan memberdayakan masyarakat. Perancanaan dan praktek 

yang dilakukukan dengan menggunakan analisis keefektivitasan 

pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa berhasil atau 

tidaknya sehingga dapat dilihat bahwa alokasi dana desa digunakan 

dengan bijak oleh para perangkat desa dalam meingkatkan taraf kualitas 

masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan, 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah 

penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan langsung mendatangi objek nya, bertujuan untuk 

mengumpulkan data dari lokasi , serta memperoleh penelitian 

tentang objek yang akan dibahas.19  

2. Sifat Penelitian  

                                                             
18 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8. 
19 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004). hlm. 3. 
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Sifat penelitian yang digunakan penyusun bersifat deskriptif 

analitis, yaitu penelitan yang memiliki kerangka dengan cara 

mendeskripsikan data, kemudian dijabarkan dan selajutnya diberi 

gambaran penilaian. Penelitian hukum deskriptif dimaksudkan 

untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, 

keadaan atau gejala-gejala lainnya dan bertujuan untuk memperoleh 

gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku 

di tempat tertentu.20 Lokasi yang digunakan untuk penelitian terletak 

di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. 

3. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam 

memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode 

pendekatan yuridis empiris.. Penelitian ini adalah termasuk jenis 

penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan 

yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi 

dalam kenyataannya dalam masyarakat.21Penelitian yuridis empiris 

adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi 

ketentuan hukum normatif secara faktual pada setiap peristiwa 

hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, atau dengan kata lain 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya 

atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. 

                                                             
20Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: UI Press,2006). hlm. 9-10. 
21Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek”, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2012).hlm. 126. 
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4. Sumber Data  

Berdasarkan kesesuaian penelitian hukum yuridis-empiris dan 

untuk bisa memperoleh data yang objektif dan akurat, maka penyusun 

menggunakan sumber data sebagai berikut : 

a. Data Primer  

Data primer yaitu data yang diambil dari lapangan yang 

diperoleh secara langsung atau melalui wawancara terkait 

dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan 

wawancara terstruktur. Dalam hal ini dengan pejabat desa, 

kelompok masyarakat, atau pihak yang terkair menjadi sumber 

untuk diteliti. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupaka data yang diperoleh dari buku-

buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Adapan data 

sekunder yaitu studi kepustakaan (Library Research) berupa 

bahan-bahan hukum yakni Undang-Undang Dasar, Peraturan 

Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah 

dan buku-buku maupun jurnal-jurnal. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara 
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Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang 

bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan, yang 

akan memberikan peneliti informasi yang dibutuhkan. 

b. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan peninjauan yang dilakukan di 

lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman 

mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi. 

6. Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah data yang digambarkan 

dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.22 

Pada penelitian ini penyusun akan menggunakan analisis data 

deskriptif-kualitatif. Pengertian analisa data deskriptif menurut 

pendapat Bogdan dan Tailor yaitu metode yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata 

dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan dari 

hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang 

diamati.23 

G. Sistematika Pembahasan 

                                                             
22 Ibid., hlm. 236. 
23 Lexi J. Moleong,“Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2018), hlm. 4. 
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Bab I ini terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Masalah, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Bab II berisi tentang penjelasan mengenai tinjauan umum tentang 

Desa, Pemerintah Desa , Peraturan Alokasi Dana Desa, Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa, Sumber Alokasi Dana desa,  Tujuan Alokasi dana Desa  manfaat 

Dana Desa dan Prinsip Good Governance. 

Bab III berisi tentang kondisi objektif lokasi penelitian yang terletak  

di Desa Dukuhwaluh Kecamatan, Kembaran, Kabupaten Banyumas, struktur 

organsisasi pemerintahan Desa Dukuhwaluh, visi dan misi Pemerintah Desa, 

fasilitas, dan data demografi masyarakat. Pemilihan lokasi penelitian 

berdasarkan permasalahan yang diteliti kemudian belum ada yang meneliti 

sumber permasalahan, desa yang sudah modern dengan anggapan semua 

sudah berkompeten dalam menjalankan tugasnya dan wewenangnya sebagai 

aparat desa, namun dalam pengelolaan dana desanya masih harus 

diperhatikan sehingga menjadi lokasi objek penelitian 

Bab IV berisi tentang analisis bagaimana efektivitas alokasi dana 

desa dalam menunjang infrastruktur pembangunan, dan bagaimana 

hubungan koordinasi pengalokasian dana desa ditinjau dari perspektif Good 

Governance di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten 

Banyumas. 
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Bab V berisi tentang penutup, yang berisi kesimpulan sebagai 

jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini dan saran atas 

penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka yang dimaksudkan 

untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan   
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan 

mengenai efektivitas alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di 

Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, maka 

dapat ditarik kesimpulan antara lain: 

1. Efektivitas alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di 

Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas 

dalam proses pelaksanaan pembangunan mempunyai tiga tahap 

yaitu tahap perencanaan pembangunan, tahap pelaksanaan 

pembangunan, dan tahap pengawasan pembangunan. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan yang diawali pada tahap 

perencanaan pembangunan dimulai dari musyawarah dusun 

kemudian dilanjut dengan musyawarah desa sudah secara 

koordinatif dilakukan, tingkat partisipasi mengikuti musyawarah 

dusun dan musyawarah desa tergolong masih rendah yang berakibat 

kurangnya usulan-usulan pembangunan yang bersumber langung 

dimasyarakat. 

Pada tahap pelaksanaan pembangunan, berdasarkan hasil 

penelitian bahwa dalam tahap ini belum belum berjalan secara 

efektif dan efisien walaupun tidak semua usulan pembangunan 
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infrastruktur masyarakat tidak semua dilakukan hanya yang menjadi 

skala prioritas untuk pembangunan desa. Penganggarana dana yang 

dilakukan untuk tahap pelaksanaan pembangunan dengan sistem 

mandiri. Dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada 

di daerah dengan regulasi pendanaan menggunakan investor untuk 

memodali biaya awal pembagunan. Dalam tahap pelaksanaan, 

pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur sudah 

efektif, dimana dana desa yang dikeluarkan untuk kegiatan 

pembangunan sesuai dengan apa yang direncanakan dan 

direalisasikan. 

Pada tahap pengawasan, berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan bahwa dalam tahap ini belum berjalan cukup efektif. Pada 

tahap pengawasan, keterilibatan masyarakat masih tergolong 

rendah. Desa sudah mengadakan laporan pertanggungjawaban 

sebagai bentuk laporan terhadap masyarakat namun yang 

berpartisipasi dalam laporanpertanggungjawaban tergolong masih 

kurang.  

2. Pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa 

Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang 

ditinjau dari good governance dilihat dari beberapa prinsip, yaitu 

prinsip kepastian, prinsip transparansi, prinsip akuntanbilitas, dan 

prinsip partispasi masyarakat. Dalam hasil penelitian beberapa ada 

prinsip yang sudah sesuai dan belum sesuai. Prinsip yang sudah 
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sesuai dilakukan adalah prinsip akuntanbilitas dengan pelaporan 

pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Desa Dukuhwaluh setelah 

dilaksanakanya pembangunan. Prinsip Kepastian hukum sudah 

sesuai dan dilakukan dalam pengelolaan dana desanya sudah 

mengikuti aturan yang berlaku. Prinsip partisipasi masyarakat belum 

sesuai dan berjalan karena permasalahan keterlibatan masyarakat 

menjadi masalah yang cukup serius di Desa Dukuhwaluh hingga 

penelitian dilakukan karena banyaknya masyarakat yang memang 

kurang peduli terhadap kinerja desa dan memiliki kegiatan secara 

pribadi. Prinsip transparansi juga belum terlaksana secara maksimal 

dikarenakan transparansi hanya melalui baliho desa yang berakibat 

semua masyarakat Desa Dukuhwaluh tidak dapat mengakses 

informasi pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan hingga 

pengawasan. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa di Desa 

Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas belum 

bisa dianggap memasuki kriteria good governance atau 

pemerintahan yang baik, karena pokok inti dari permasalahanya 

adalah keterlibatan masyarakat yang masih tergolong rendah dan 

transparansi pengelolaan dana desa yang kurang terbuka secara 

informasi dan akses terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan 

oleh pemerintah Desa Dukuhwaluh. 

B. Saran-Saran 
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Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan, 

penulis ingin mengajukan beberapa saran, yakni sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pemerintah Desa Dukuhwaluh lebih meningkatkan 

sosialisai terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa 

sehingga masyarakat bisa ikut serta dan berperan aktif mengawal 

jalanya proses kegiatan yang dilakukan oleh desa dari awal hingga 

akhir kegiatan. 

2. Pemerintah Desa harus meningkatkan keterbukaan informasi dari 

aksesbilitas masyarakat secara luas terkait pengelolaan dan 

kebijakan yang dilakukan pemerintah agar masyarakat luas dapat 

mengakses penetapan dan kebijakan publik yang dilakukan 

pemerintah Desa Dukuhwaluh.  

3. Tim pembangunan pemerintah Desa Dukuhwaluh diharapkan lebih 

meningkatkan kinerjanya terkait pencarian dana yang dilakukan 

untuk memodali awal pembangunan desa. Dengan meningkatkan 

kinerjanya dari sekian banyak usulan pembangunan yang diusulkan 

oleh masyarakat dapat terlaksana mencapai setengah yang diusulkan 

dalam setiap tahunya. 

4. Masyarakat Desa Dukuhwaluh sebaiknya harus lebih aktif dalam 

mengawal kegiatan-kegiatan desa dari awal perencanaan hingga 

tahap pelaksanaan, supaya tidak ada kesalahpahaman antara 

pemerintah dengan masyarakat terkait kegiatan yang dilakukan dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 
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